PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
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TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIEA KABUPATEN
CIREBON SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Menimbang : a.

Mengingat 1.

PADA PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BUPATI CIREBON,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka untuk
mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam
menyebarluaskan informasi publik perlu menunjuk Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Cirebon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang
ditetapkan dengan keputusan Bupati,

Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Dae (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang | Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tehun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor{5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi  dan  Dolumentasi
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:

9. Peraturan Daerah Kabupaten Circbon Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4, Seri D.3); :

10. Peraturan D Kabupaten Circhon Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pemben Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5
Seri D.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Nomor 6,
Seri D.1);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2008, Nomor &, Seri D.5 );

12 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomer 7 Tehun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.&);

13. Peraturan Dae'rth Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011
tentang Keterbukasn Informasi Publik [Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011, Seri E.5);

14, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2008 Nomor 51, Seri D.9);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 132 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Deokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2015 Hmeiur 132, Seri E.119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan !

; s — ika Kabupaten

KESATU : Menun, Kepala  Dinas Komunikasi dan Informatika
Circbnﬁelnku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada
Pemerintah Kabupaten Cirebon.



KEDUA : Didalam melaksan n tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu
oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDF).

KETIGA : Pejabat Pengelola |Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDF)
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah Para Sekretaris
dan/atau Kep Tata Usaha/Kasubag TU pada
Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan/Kelurahan/Desa di setiap Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon.

KEEMPAT :Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat
Pengelola 1nfurmasi!dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) bertanggung
jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, pengadaan
dan/atau pelayanan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten
Cirebon.

KELIMA : Tugas Dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (FPIDP)
sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT adalah sebagai

?cgchlm:]ahan Informasi Publik di Lingkungan Organisasi Perangkat

2. Eca:;ii;n Informasi Publik di Lingkungan Organisasi Permngkat

H.E;ea?j;an Informasi Publik di Lingkungan Organisasi Perangkat

4.g:ﬁﬂcﬁhﬁ1mentasian informasi Publik di Lingkungan Organisasi
Peranghkat Daerah.

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 042/Kep.536-Diskominfo/2011 tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Te -

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;

2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;

3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon; .

4. Yth. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemrintahan.



